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A. Dasar Pemikiran
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.  Mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dikatakan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang fungsi dan tugasnya adalah melakukan penegakan hukum untuk dapat terciptanya keadilan dan kepastian hukum, maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan institusi kejaksaan yang kuat, memiliki sumber daya manusia yang profesional dan adanya dukungan partisipasi aktif dari masyarakat secara positif. Untuk dapat terciptanya kondisi kejaksaan tersebut dapat dicapai dengan adanya kerja nyata yang dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aspek kehidupannya dan sekaligus bedampak pada pola kebijakan pemerintah atau Negara dalam menentukan kebijakan umum penegak hukum. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut kejaksaan telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu dengan dilakukannya pembaruan kejaksaan yang meliputi bidang pembinaan, Intelijen, Pidsus, Pidum, Datun dan Pengawasan.

  Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka menegakkan hukum, dan sebagai lembaga pemerintahan yang mendapat amanat melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, adalah memiliki semangat sumpah “TRI KRAMA ADHIYAKSA” dan isi dari pada sumpah tersebut adalah “SATYA ADHI WICAKSANA” , yang isinya antara lain :

1. SATYA 
: 
Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesame manusia. 

2. ADHI 
: 
Kesempurnaan dalam bertugas, dalam berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan sesame manusia.

3. WICAKSANA 
: 
Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan dan kewenangannya.

Adapun Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

· VISI
: 
Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang professional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan Hak Asasi Manusia.  

· MISI
: 
1.
Mengamankan dan mempertahankan pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan secara wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur berdasarkan pancasila.

4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintahan dan Negara

5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum

B. Ruang Lingkup

Adapun beberapa bidang dalam pelaksanaan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Bidang Pembinaan 

Tugas :

Melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas tanah milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bidang Intelijen

Tugas :

Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideology, politik, ekonomi, keuangan, social, budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksanaan Negeri yang bersangkutan.

3. Bidang Pidana Umum

Tugas :

melakukan dan atau mengendalikan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan-tindakan hukum lainnya dalam tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Program :

a. Meningkatkan koordinasi dengan penyidik agar mempercepat proses penyidikan 

b. Meningkatkan teknis yustisial dalam pelaksanaan penerimaan SPDP dan penelitian berkas tahap 1.

c. Meningkatkan teknis yustisial dalam pelaksanaan penuntutan

d. Meningkatkan koordinasi dengan pengadilan mengenai putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap

e. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Sasaran :

a. Meningkatnya penyelesaian perkara pada tahap pra penuntutan 

b. Meningkatnya penyelesaian perkara pada tahap penuntutan

c. Meningkatnya pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas :

Melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan hukum, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah, masyarakat di bidang perdata dan tata usaha Negara.

Program :

a. Inventarisasi gugatan dan pelaksanaan putusan tata uusaha Negara yang berkaitan penyelamatan kekayaan atau keuangan Negara

b. Inventarisasi penerimaan surat kuasa khusus dan penyelesaian kasus atau bantuan hukum

c. Inventarisasi permintaan pelayanan hukum

d. Inventarisasi pertimbangan hukum

e. Inventarisasi tindakan hukum

5. Bidang Pidana Khusus

Tugas :

Melakukan pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, subbversi dan tindak pidana khusus lainnya dalam kebijaksanaan hukum.

Program :

a. Melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi

b. Menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan ditingkatkan ke penuntutan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan

c. Melakukan telaah terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya

d. Melakukan bimbingan teknis kepada para jaksa terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya

e. Mengadministrasikan dan melakukan penelitian berkas yang akan dilakukan penuntutan baik itu dari hasil penyidikan kejaksaan maupun dari instansi lain

f. Melakukan administrasi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang melakukan upaya hukum

g. Melakukan administrasi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi.
C. Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang di instansi Kejaksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengetahui tentang tugas dan wewenang jaksa sesuai dengan  pasal 30 s/d pasal 37 UU N0.16 Tahun 2004

Target  : 
1.1.
Mahasiswa memahami tugas dan wewenang kejaksaan dalam (pasal 30 UU NO.16 Tahun 2004)
a. Mahasiswa memahami tentang penuntutan

b. Mahasiswa memahami tentang pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap

c. Mahasiswa memahami pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

d. Mahasiswa memahami tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

e. Mahasiswa memahami melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

f. Mahasiswa memahami dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

g. Mahasiswa memahami dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan diantaranya:

· peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
· pengamanan kebijakan penegakan hukum;
· pengawasan peredaran barang cetakan;
· pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
· pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

· penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

Luaran :

1. Mahasiswa mampu menyusun surat tuntutan 

Metode :

· Latihan membuat surat tuntutan

· Mahasiswa mengamati pembuatan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa

· Diskusi

2. Mahasiswa memahami tentang bentuk konkrit pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Metode :

· Pengamatan terhadap pelaksanaan penetapan hakim yang dilakukan jaksa

· Mengikuti pelaksanaan penetapan hakim yang dilakukan jaksa

· Diskusi
3. Mahasiswa memahami bentuk konkrit dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Metode :

· Melakukan pengamatan terhadap  pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
· Mengikuti sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

· Diskusi

4. Mahasiswa memahami bentuk konkrit tentang teknik penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

Metode :

· Pengamatan terhadap teknik penyidikan tindak pidana tertentu

· Mengikuti proses penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

· Diskusi

5. Mahasiswa memahami bentuk konkrit tentang kelengkapan berkas perkara tertentu dan teknik pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Metode :

· Penelusuran tentang kelengkapan berkas perkara dan teknik pemeriksaan tambahan

· Pengamatan terhadap proses kelengkapan berkas perkara tertentu dan teknik pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan

· Mengikuti jalannya kelengkapan berkas perkara tertentu dan teknik pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan

· Diskusi

6. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dan kejaksaan sebagai kuasa khusus yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Metode :

· Penelusuran informasi tentang tugas dan wewenang jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dan fungsi kejaksaan sebagai kuasa khusus 

· Pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dan kejaksaan sebagai kuasa khusus yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

· Diskusi

7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa di bidang ketertiban dan ketenteraman umum,yang meliputi : 

a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Metode :

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat

· Mengamati pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat

· Diskusi
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Metode :

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam pengamanan kebijakan penegakan hukum

· Mengamati tugas dan wewenang jaksa dalam pengamanan kebijakan penegakan hukum

· Diskusi

c. pengawasan peredaran barang cetakan;

Metode :

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam pengawasan peredaran barang cetakan

· Mengamati jalannya proses pengawasan peredaran barang cetakan

· Diskusi

d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

Metode :

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

· Mengamati pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

· Diskusi 
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Metode :

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

· Mengamati tugas dan wewenang jaksa dalam pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

· Diskusi 
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Metode :

· Mengajukan permohonan untuk terlibat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

· Mengamati tugas dan wewenang jaksa dalam melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

· diskusi tentang penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal
1.2.
Mahasiswa memahami tugas dan wewenang jaksa dalam hal (pasal 31 UU NO.16 Tahun 2004):

· meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, 

· tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Luaran :

· Mahasiswa mampu mengetahui bentuk konkrit dan menjelaskan tentang prosedur permintaan kepada hakim  untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, 

· Mahasiswa mampu mengetahui bentuk konkrit dan menjelaskan tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Metode :

· Melihat pembuatan surat-surat kelengkapan dalam hal prosedur permintaan kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit

· Mengikuti proses pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam hal meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit

· Diskusi

1.3.
Mahasiswa mengetahuhi tentang macam dan jenis tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 32 UU NO.16 Tahun 2004)
Luaran :

Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang contoh wewenang lain yang diatur dalam UU

Metode :

· Penelusuran tentang tugas dan wewenang lain kejaksaan berdasarkan undang-undang
· Pengamatan terhadap tugas dan wewenang lain kejaksaan berdasarkan undang-undang

· Diskusi 

1.4.
Mahasiswa memahami pelaksanakan tugas dan wewenang jaksa, dalam hal membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. (Pasal 33 UU NO.16 Tahun 2004)
Luaran :

· Mahasiswa dapat Melihat bentuk-bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam hal membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

· Mahasiswa mengetahui secara konkrit prosedur pelaksanakan tugas dan wewenang jaksa, dalam hal membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
· Mahasiswa mampu mengikuti pelaksanaan kejaksaan dalam membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya
Metode :
· Mengamati pelaksanakan tugas dan wewenang jaksa, dalam hal membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

· Mengikuti pelaksanaan kejaksaan dalam membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

· Diskusi 

· Penelusuran informasi tentang tugas dan wewenang jaksa, dalam hal membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

1.5.
Mahasiswa memahami tugas dan wewenang jaksa dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. (Pasal 34 UU NO.16 Tahun 2004)
Luaran :
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang cara dan bentuk tugas jaksa dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Metode :

· Penelusuran informasi tentang tugas dan wewenang jaksa dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

· Mengikuti pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

· Mengamati seluruh proses tugas dan wewenang jaksa dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

· Diskusi
2. Mahasiswa mengetahui tentang tugas jaksa selain dalam UU No. 16 2004
2.1.
Mahasiswa dapat mengetahui sistem dan alur dalam register perkara yang akan disidangkan

Luaran :

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang prosedur dalam register perkara dan cara yang akan disidangkan

Metode :

· Penelusuran terhadap berkas-berkas perkara yang akan disidangkan

· Mengamati proses pelaksanaan sistem  dan alur dalam register perkara yang akan disidangkan

· Diskusi
2.2.
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses kegiatan intelijen dengan terjun langsung dalam kegiatannya

Luaran :

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara langsung tentang kegiatan intelijen di kejaksaan

Metode :

· Penelusuran  informasi tentang kegiatan intelijen kejaksaan

· Mengamati jalannya proses kegiatan intelijen kejaksaan

· Mengikuti jalannya proses kegiatan intelijen kejaksaan

· Diskusi tentang tugas wewenang jaksa sebagai intelijen

2.3.
Mahasiswa mampu dan terlatih secara praktek proses penanganan perkara tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan

Luaran :

· Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengetahui secara langsung tentang praktek proses penanganan perkara tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan

· Mahasiswa dapat mengetahui cara penanganan perkara tindak pidana umum

Metode :

· Penelusuran informasi dan dokumentasi tentang perkara tindak pidana umum

· Mengamati jalannya proses penanganan perkara tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan

· Mengikuti jalannya proses penanganan perkara tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan

· Diskusi tentang penanganan tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan

2.4.
Mahasiswa mampu dan terlatih secara praktek proses penanganan perkara tindak pidana khusus di tingkat Kejaksaan

Luaran :

· Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengetahui secara langsung tentang praktek proses penanganan perkara tindak pidana khusus di tingkat Kejaksaan
· Mahasiswa dapat mengetahui cara penanganan perkara tindak pidana khusus

Metode :

· Penelusuran informasi dan dokumentasi tentang perkara tindak pidana khusus

· Mengamati jalannya proses penanganan perkara tindak pidana khusus di tingkat Kejaksaan

· Mengikuti jalannya proses penanganan perkara tindak pidana khusus di tingkat Kejaksaan

· Diskusi tentang penanganan tindak pidana khusus di tingkat Kejaksaan

2.5.
Mahasiswa mampu dan terlatih secara praktek proses penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan

Luaran :

· Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengetahui secara langsung tentang praktek proses penanganan perkara pedata dan TUN di tingkat Kejaksaan

· Mahasiswa dapat mengetahui cara penanganan perkara perdata danTUN

Metode :

· Penelusuran informasi dan dokumentasi tentang perkara perdata dan Tata Usaha Negara

· Mengamati jalannya proses penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan

· Mengikuti jalannya proses penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan.

· Diskusi tentang penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan

2.6.
Mahasiswa mengerti dan memahami secara cermat proses jaksa beracara di persidangan.

Luaran :

· mahasiswa dapat melihat secara langsung dan menjelaskan proses jaksa beracara di persidangan

· mahasiswa mengetahui teknik jaksa dalam beracara di persidangan

Metode :

· Mengamati proses jaksa beracara di persidangan.
· Mengikuti proses jaksa beracara di persidangan.

· Diskusi

3. Mahasiswa mengetahui tugas jaksa dalam pembuatan berkas terhadap penanganan perkara

3.1.
Mahasiswa mengetahui tentang syarat-syarat kelengkapan BAP 

Luaran :

Mahasiswa memahami tentang syarat-syarat kelengkapan BAP

Metode :

· Penelusuran informasi tentang syarat kelengkapan BAP

· Diskusi tentang syarat-syarat kelengkapan BAP 

3.2.
Mahasiswa mengetahui dan memahami teknis penyusunan surat dakwaan

Luaran :

Mahasiswa mampu membuat surat dakwaan

Metode :

· Memperhatikan teknis penyusunan surat dakwaan

· Latihan menyusun surat dakwaan
· Diskusi tentang materi surat dakwaan

3.3.
Mahasiswa mengetahui tentang tugas jaksa dalam mengumpulkan dan menentukan barang bukti

Luaran :
Mahasiswa memahami dan mengetahui cara jaksa dalam mengumpulkan dan menentukan barang bukti

Metode :

· Mengamati tugas jaksa dalam mengumpulkan dan menentukan barang bukti

· Melakukan penelusuran informasi tentang kelengkapan barang bukti

· Mengikuti pelaksanaan tugas jaksa dalam mengumpulkan dan menentukan barang bukti

· Diskusi 

3.4.
Mahasiswa mengetahui dan memahami teknis penyusunan surat tuntutan

Luaran :

Mahasiswa mampu membuat surat tuntutan

Metode :

· Memperhatikan teknis penyusunan surat tuntutan

· Latihan menyusun surat tuntutan

· Diskusi tentang materi surat tuntutan
D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.

Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.

8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.

Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG

PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......

Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)

Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM

(…………………………….)
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